Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/2582/2022

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,

a. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai
Badan Publik mempunyai kewajiban untuk melaporkan
pertanggungjawaban Program Kegiatan yang telah
dilakukan kepada masyaraakat;

b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi
manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik;

c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

d. bahwa berdasarkan perimbangan tersebut pada poin a, b
dan c perlu ditetapkan dalam kebijakan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



Menetapkan

KESATU
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah;

MEMUTUSKAN :

: Jenis Informasi yang wajib disediakan meliputi Informasi yang

Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi
yang Wajib Diumumkan Secara Serta-merta, Informasi yang
Wajib Tersedia Setiap Saat dan Informasi Publik yang
dikecualikan;

: Jenis Informasi yang termasuk dalam diktum pertama

dituangkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib
diperbarui setiap awal tahun;

: Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diaksesoleh

setiap Pengguna Informasi Publik melalui website, portal PPID,
media sosial, media elektronik & non elektronik, kecuali
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

: Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon

Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan

cara sederhana sesuai mekanisme permohonan informasi
publik;

Permohonan Informasi dapat dilakukan secara langsung,
tertulis, melalui media sosial maupun elektronik;



KEENAM

: Segala biaya guna pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal :31 Mei 2022




